





A. Latar Belakang Masalah  
Pergantian pemeritahan Orde Baru ke pemerintahan Reformasi terjadi 
pada pertengahan tahun 1998 yang telah mengalami perubahan 
ketatanegaraan maupun kebijakan perekonomian. Era reformasi memberikan 
perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma 
dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 
1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Undang-Undang ini dalam perkembangannya dibarui dengan dikeluarkannya 
UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang kemudian direvisi 
kembali menjadi UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
Menurut Tantra (2011), diberlakukannya UU  No.32 tahun 2004 dan UU No. 
33 tahun 2004 yang merupakan pijakan hukum atas implementasi 
desentralisasi fiskal diIndonesia dapat memberikan peluang bagi daerah untuk 
menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka 
mewujudkan kemandirian fiskal daerah. 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33  
Tahun 2004 dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, merupakan 
pijakan hukum atas implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. 
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Implementasi dari Undang-Undang tersebut, pemerintah, baik Pusat maupun 
Daerah, merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama 
undang-undang tersebut tidak hanya keinginan untuk melimpahkan masalah 
pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih 
penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 
keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada 
masyarakat atau publik sehingga desentralisasi yang diharapkan bisa 
terwujud.  
Selanjutnya, berkaitan dengan hakikat otonomi daerah bahwa peranan 
data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasikan sumber-
sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besaran belanja yang harus 
dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan 
efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran perkembangan 
anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisis 
terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat 
kebijakan dalam pengelolaan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat 
kemandirian daerah, dengan demikian dapat memberikan peluang bagi daerah 
untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian fiskal daerah 
(Hadi,2009). 
Halim (2011) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat 
melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah 
harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang 
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ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk 
membiayai kegiatan pemerintahan, dan (2) ketergantungan terhadap dana dari 
pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah 
menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah 
menjadi lebih besar. 
Otonomi daerah  dan kemandirian fiskal mengharapkan pemerintah 
daerah memiliki kemandirian fiskal yang lebih besar dalam pengelolaan 
keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja 
keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak 
dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan 
APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan 
menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal 
yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus 
berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan 
potensi daerah secara optimal. 
Karisidenan Pati adalah adalah satu di antara semua Karisidenan yang 
ada Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan 
pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan terhadap perkembangan 
daerahnya. Besarnya kontribusi PAD Kabupaten Se Karisidenan Pati terhadap 







PAD dan Kontribusi PAD Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati 
terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2013 – 2015 (juta) 
Kabupaten Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Rata-Rata 
Pati 169.127,41 279.254,88 309.365,69 252.582,66  
Kudus 144.967,59 234.073,38 259.295,91 212.778,96  
Rembang 126.808,08 165.530,92 200.954,03 164.431,01  
Blora 95.192,78 144.798,22 169.256,24 136.415,75  
Jepara 133.778,05 231.673,05 270.251,58 211.900,89  
Jawa Tengah 7.590.360,57 9.916.315,62 11.696.822,24 9.734.499,47  
Kontr Pati 2,23% 2,82% 2,64% 2,56% 
Kontr Kudus 1,91% 2,36% 2,22% 2,16% 
Kontr Rembang 1,67% 1,67% 1,72% 1,69% 
Kontr Blora 1,25% 1,46% 1,45% 1,39% 
Kontr Jepara 1,76% 2,34% 2,31% 2,14% 
Sumber: BPS Jawa Tengah 2013-2015 
Berdasarkan laporan BPS Jawa Tengah diketahui bahwa Kabupaten 
dengan PAD tertinggi adalah Kabupaten Pati yaitu sebesar 309.365,69 milyar 
pada tahun 2015 dan yang terendah adalah Kabupaten Blora yaitu sebesar  
169.256,24 milyar. Kontribusi PAD terbesar Kabupaten di Karisidenan Pati 
adalah Kabupaten Pati dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,56% dari tahun 
2013-2015 terhadap PAD Jawa Tengah, kemudian disusul oleh Kabupaten 
Kudus yang berkontribusi sebesar 1,91% terhadap PAD Jawa Tengah, 
sedangkan Kabupaten yang memiliki kontribusi terendah adalah Kabupaten 
Blora hanya 1,39% terhadap PAD Jawa Tengah.  
Total pendapatan daerah merupakan kriteria yang digunakan dalam 
mengidentifikasi kemandirian fiskal daerah. Dalam Tabel 1.2 menyajikan 
besaran total pendapatan Kabupaten Se Karisidenan Pati beserta 





Besarnya TPD dan Kontribusi TPD Kabupaten  
Se-Eks Karesidenan Pati terhadap TPD Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2013 – 2015 (juta) 
Kabupaten Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Rata-Rata 
Pati      1.720.652,92      1.940.575,70      2.180.994,01  1.947.407,54 
Kudus      1.386.183,08      1.610.237,16      1.759.781,21     1.585.400,48 
Rembang      1.165.433,07      1.329.587,75      1.416.781,81     1.303.934,21  
Blora      1.292.799,16      1.516.557,36      1.661.645,21     1.490.333,91  
Jepara      1.386.691,76      1.599.479,01      1.930.958,69    1.639.043,15  
Jawa Tengah    13.343.358,32    15.157.460,01    17.097.686,33   15.199.501,55  
Kontr Pati 12,90% 12,80% 12,76% 12,82% 
Kontr Kudus 10,39% 10,62% 10,29% 10,43%  
Kontr Rembang 8,73% 8,77% 8,29% 8,60%  
Kontr Blora 9,69% 10,01% 9,72%  9,80%  
Kontr Grobogan 11,61% 11,29% 11,80% 11,57%  
Kontr Jepara 10,39% 10,55% 11,29% 10,75%  
Sumber: BPS Jawa Tengah 2013-2015 
 
Berdasarkan laporan BPS Jawa Tengah Tabel 1.2 diketahui bahwa 
jumlah total pendapatan terbesar adalah Kabupaten Pati yang mempunyai 
rata-rata TPD sebesar 1.947.407,54 trilyun dari tahun 2013-2015 dan 
kontribusi TPD terbesar Kabupaten di Karisidenan Pati adalah Kabupaten 
Pati dengan rata-rata kontribusi sebesar 12.82% terhadap TPD Jawa Tengah 
dari tahun 2013-2015, sedangkan Kabupaten yang memiliki kontribusi 
terendah adalah Kabupaten Rembang hanya 8,60% dengan rata-rata TPD dari 
tahun 2013-2015 sebesar 1.303.934,21 trilyun. 
Rasio kemandirian keuangan daerah (kemandirian fiskal) 
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat 
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah 
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yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun 
dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah bisa diwujudkan dengan 
peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD 
merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemandirian keuangan 
daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, 
misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio 
kemandirian dapat dihitung dengan membandingkan PAD dibagi dengan 
Total Pendapatan Daerah, hal ini dilakukan bertujuan untuk menggambarkan 
ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan 
tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007). 
Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen 
utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak 
dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat 
semakin tinggi. 
Gambaran perekonomian secara makro suatu daerah dapat 
diperlihatkan oleh nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) yang merupakan 
penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor ekonomi yang berperan dalam 
kegiatan perekonomian daerah tersebut. Tabel 1.3 menyajikan besaran PDRB 
Se-Eks Karisidenan pati tahun 2012-2015 untuk mengetahui perbandingan 





Tabel 1.3  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Indonesia, Jawa Tengah dan 
Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati 
Tahun 2012-2015 (milyar) 
Wilayah 2012 2013 2014 2015 
Indonesia 8 672 954,40 9 606 149,10 10 686 910,40 11 651 125,60 
Jawa Tengah 754 529,44 830  016,02 925 194, 73 1 014 074,21 
Blora 12 285,56 13 544,64 15 101,97 16 368,34 
Rembang 10 323,37 11 441,10 12 818,34 13 823,39 
Pati 23 325,03 25 861,05 28 417,09 31 644,41 
Kudus 63 448,32 70 323, 52 75 573,35 84 921,31 
Jepara 16 373,41 17 948,79 19 948,28 22 147,64 
Sumber: BPS Indonesia dan BPS Jawa Tengah 2012-2015 
 
Tabel 1.3 memperlihatkan total Produk Domestik Regional Bruto 
(PDB) Indonesia, Jawa Tengah dan Eks-Karisidenan Pati tahun 2012-2013. 
PDB Indonesia sebear 11 651 125,60 trilyun pada tahun 2015 dan Jawa 
Tengah sebesar 1 014 074,21 trilyun pada tahun yang sama. Berdasarkan 
tabel diketahui bahwa kabupaten yang memiliki PDRB terbesar adalah 
Kabupaten Kudus yaitu sebesar 84 921 trilyun pada tahun 2015, kemudian 
disusul dengan Kabupaten Pati dengan PDRB sebesar 31 644 trilyun pada 
tahun yang sama  dan pada urutan ketiga adalah Kabupaten Jepara . 
Sedangkan Kabupaten dengan PDRB terendah di Eks-Karisidenan Pati adalah 
Kabupaten Rembang dengan PDRB sebesar 13 823 trilyun pada tahun 2015. 
Dari 5 Kabupaten di Eks-Karisidenan Pati urutan PDRB terbesar sampai 
dengan terkecil berturut-turut adalah Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Blora 
dan Rembang.  
Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran 
suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang  maka akan semakin 
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tinggi pendapatan perkapita riil suatu daerah dan semakin besar pula 
kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin 
dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Pendapatan masyarakat 
menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya yang 
dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, faktor pendapatan, jumlah kekayaan dan 
jumlah pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan 
dan konsumsi seseorang berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut 
untuk membayar dan berpengaruh dalam penerimaan daerah (Miyasto,1993). 
Perbandingan perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Pati dengan 
Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 1.4 
Perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku  
Indonesia, Jawa Tengah, Kabupaten Pati  dan Kabupaten Kudus  






2012 35 338,5 22 865,4 19 276,4 79 270,5 
2013 38 607,1 24 952,1 21 232,1 86 723,5 
2014 42 380,7 27 599,1 23 186,3 95 691,7 
2015 45 608,1 30 651,7 25 666,4 102 154,4 
Sumber: BPS Indonesia dan BPS Jawa Tengah 2012-2015 
 
Tabel 1.4 menyajikan total PDB Perkapita Indonesi, PDRB Perkapita 
Jawa Tengah dan Kabupaten Pati serta Kabupaten Kudus. PDRB Perkapita 
Jawa Tengah jauh lebuh tinggi daripada Indonesia dari tahun 2012-2015. 
PDRB perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk 
menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2012-2015 
mengalami peningkatan produktivitasnya. Pada tahun 2012 PDRB per kapita 
Kabupaten Pati sebesar 19,276 juta rupiah naik menjadi 21,232 juta rupiah 
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pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mencapai 23,186 juta rupiah serta 
tahun 2015 menjadi 25,666 juta rupiah. Tetapi jika dibandingkan dengan 
Kabupaten Kudus, PDRB Per Kapita Kudus jauh lebih tinggi, dari tahun 
2012-2014 secara berturut-turut PDRB Perkapita Kabupaten Kudus sebesar 
86 723 juta rupiah, 95 691 juta rupiah dan 102 154 juta rupiah. Hal ini 
dikarenakan Kudus memiliki pabrik-pabrik raksasa yang bertaraf 
internasional sehingga total barang dan jasa yang dihasilkan jauh lebih tinggi. 
Apalagi kita ketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kudus hanya 831 
303 jiwa dengan luas wilayah 42 516 Ha pada tahun 2015 sedangkan 
Kabupaten Pati yang hanya memiliki pabrik-pabrik sedang dengan jumlah 
penduduk 1 232 912 jiwa pada tahun 2015 dengan luas wilayah mencapai 150 
368 Ha. Dengan demikian maka PDRB Per kapita Kabupaten Pati lebih 
rendah daripada Kabupaten Kudus. 
Struktur ekonomi Kabupaten yang merupakan gambaran 
perekonomian daerah secara makro diperlihatkan oleh perkembangan 
kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB menurut lapangan usaha dalam 
harga berlaku, dalam tabel 1.5 diperlihatkan lapangan usaha dominan dalam 













Prosentase PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Dominan Atas 
Dasar Harga Berlaku Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati  
Tahun 2013- 2015 (persen) 
Kabupaten 
Pertanian Perdagangan Pegolahan 
 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Blora 29,92% 27,80% 16,88% 16,44% 16,55% 28,00% 10,27% 11,47% 11,01% 
Rembang 33,39% 30,21% 13,44% 13,02% 12,84% 29,68% 18,85% 20,83% 21,26% 
Pati 27,47% 26,15% 14,25% 14,10% 13,83% 26,68% 27,11% 27,80% 27,61% 
Kudus 2,39% 2,31% 5,35% 5,31% 5,53% 2,40% 81,22% 81,05% 80,54% 
Jepara 16,25% 15,45% 17,75% 16,92% 16,74% 15,33% 33,13% 34,09% 34,34% 
Sumber: BPS Jawa Tengah 2013-2015 
 
Tabel 1.5 memperlihatkan kestabilan sektor pertanian, sektor 
sektor pengolahan perdagangan dan yang merupakan sektor unggulan 
dalam perekonomian Kabupaten Se Karisidenan Pati. Hal tersebut dapat 
dilihat dari kontribusi sektor pertanian  Kabupaten Pati pada total PDRB 
sebesar 14,25% pada tahun 2015 yang kemudian sektor pengolahan 
sebesar 27,61% dan sektor perdagangan yang berkontribusi sebesar 
26,68% pada total PDRB pada tahun 2015. Begitupun dengan Kabupaten 
lain di Karesidenan pati kondisinya juga tidak jauh berbeda, hanya saja 
kondisi tersebut tidak untuk Kabupaten Kudus dan Jepara karena 
mempunyai industri dengan skala besar maka sumbangan di bidang 
pertanian kurang banyak dan yang mendominasi adalah sektor industri 
pengolahan yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB. Berdasarkan 
uraian diatas, maka dominansi sektor pertanian, pengolahan dan 
perdagangan merupakan sektor ekonomi dominan di Kabupaten Se-Eks 
Karisidenan Pati dengan kontribusinya yang besar terhadap PDRB. 
Dengan kontribusinya yang besar tersebut, diharapkan mampu berperan 
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terhadap peningkatan kemandirian keuangan/ fiskal daerah dalam 
pelaksanaan otonomi daerah. 
Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti 
daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada 
upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal (Nurjanna, 2008). 
Selain itu  semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas 
otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah. 
Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas/ jasa yang perlu 
dan disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat  
sehingga semakin banyak pula jasa- jasa retribusi yang dapat dipungut 
oleh daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap 
Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan 
daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, 
diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. 
Maka pemerintah harus mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat 
mempengaruhi penerimaan PAD suatu daerah agar PAD dapat 
ditingkatkan sehingga akan berpengaruh terhadap kemandirian suatu 
daerah.  
Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan 
pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan sumber 
daya manusia yang partisipasinya sangan diperlukan agar pelaksanaan 
hasil- hasil perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan 
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didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan 
menaikkan output melalui penambahan dan tingkat ekspansi pasar baik 
dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang 
diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan 
penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk 
merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan merupakan suatu 
masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat 
mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka 
pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat (Santoso, 2005). 
Tabel 1.6 
Jumlah Penduduk  
Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati 
 Tahun 2013-2015 (ribuan) 
Wilayah 2013 2014 2015 
Indonesia 248 818,1 252 164,8 255 461,7 
Jawa Tengah 33 264,3 33 522,6 33 774,1 
Pati 1 218,0 1 225,5 1 232,9 
Kudus 810,8 821,1 831,1 
Rembang 611,4 616,9 621,1 
Blora 844,4 848,3 852,1 
Jepara 1 153, 2 1 170, 8 1 188,3 
  Sumber: BPS Indonesia dan BPS Jawa Tengah 
Tabel 1.6 menyajikan jumlah penduduk Indonesia, Jawa Tengah 
dan Kabupaten Se Karisidenan Pati dari tahun 2013-2015. Penduduk 
Indonesi pada tahun 2015 sebesar 255 461,7  juta jiwa, Jawa Tengah 33 
774,1 juta jiwa dan Kabupaten Se Karisidenan Patin dengan penduduk 
terbanyak adalah Kabupaten Jepara yaitu sebesar 1 232 juta jiwa. 
Sedangkan Kabupaten dengan jumlah penduduk terendah di Se 
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Karisidenan Pati adalah Kabupaten Rembang yaitu sebesar 621,13 ribu  
jiwa pada tahun 2015. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 
sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Se Karisidenan Pati senantiasa 
berupaya  mencari dan mengembangkan potensi daerah  guna memenuhi 
kebutuhan pembiayaan baik rutin maupun pembangunan yang setiap 
tahunnya semakin meningkat agar ketergantungan terhadap pemerintah  
pusat juga bisa berkurang. Oleh karena itu, penelitian ini akan 
menganalisis kemampuan fiskal daerah dan pengaruh faktor-faktor internal 
perekonomian serta pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan 
Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah 
satu tolok ukur kemandirian daerah suatu daerah di Kabupaten Se 
Karisidenan Pati Tahun 2005-2015. 
 
B. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut:  
1. Seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah daerah 
Eks Karesidenan Pati dengan pemerintah pusat dilihat dari derajat 
desentralisasi fiskal daerah?  
2. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, perubahan pertahun sektor 
pertanian, perubahan pertahun sektor pengolahan, dan perubahan pertahun 
sektor perdagangan terhadap kemandirian fiskal daerah? 
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3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah 
Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu 
tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu daerah. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal antara 
pemerintah daerah Eks Karesidenan Pati dengan pemerintah pusat dilihat 
dari derajat desentralisasi fiskal daerah. 
2. Mengetahui pengaruh PDRB perkapita, perubahan pertahun sektor 
pertanian, perubahan pertahun sektor pengolahan, dan perubahan pertahun 
sektor perdagangan terhadap kemandirian fiskal daerah. 
3. Mengetahui pengaruh pengaruh pengaruh Produk Domestik Regional 
Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah yang 
merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemandirian 
daerah. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:  
1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Se Karisidenan Pati dalam rangka melaksanakan Otonomi 
Daerah beserta model pengembangan dan aplikasinya. 
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2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Se Karisidenan Pati untuk menyusun program guna 
meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan daerah 
dalam rangka kemandirian fiskal melalui pengembangan kawasan 
strategis yang memperhatikan keseimbangan daya dukung alam antara 
potensi sumber daya alam dengan rencana pengembangan wilayah.  
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan guna peningkatan 
PAD melalui penerimaan yang bersumber dari peningkatan pajak, 
retribusi, pengelolaan BUMD untuk meningkatkan kemampuan fiskal 
daerah. 
4. Sebagai tambahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi 
penelitian selanjutnya.  
